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DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

 

ABSTRAK 

 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat 

dengan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas 

tanah dan bangunan. Pemungutan BPHTB menggunakan self assesment 

system, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung serta 

membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat 

Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(SSPD-BPHTB) dan melaporkannya tanpa berdasarkan kepada adanya 

surat ketetapan pajak. Terkait hal itu penting pengetahuan wajib pajak 

terhadap mekanisme validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk menghindari kesalan jumlah yang 

harus dibayar dan dapat mengakibatkan wajib pajak terkena sanksi 

administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

mekanisme validasi SSPD BPHTB pada BPKAD Kabupaten Gianyar, 

kendala-kendala yang dihadapi dalam proses validasi SSPD BPHTB, serta 

solusi dari kendala yang dihapi dalam proses validasi SSPD BPHTB. 

Metode penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif. 

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang 

diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan juga studi dokumen. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme validasi SSPD BPHTB 

dimulai dengan melengkapi dokumen yang diperlukan, lalu membawa ke 

Kantor BPKAD Kabupaten Gianyar untuk proses validasi oleh kepala 

badan. Kendala yang dihadapi dalam proses validasi yaitu masih banyak 

masyarakat yang kurang paham tentang BPHTB. Selusi dari kendala 

tersebut ialah memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang 

BPHTB. 

 

Kata kunci: mekanisme, validasi, SSPD, BPHTB 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV 

mengenai mekanisme validsi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Mekanisme Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) pada BPKAD Kabupaten 

Gianyar: 

a. Melengkapi berkas yang diperlukan 

b. Membawa ke bagian pelayanan untuk registrasi berkas 

c. Penelitian lapangan dan perhitungan berkas validasi oleh bagian 

penetapan 

d. Pencetakan berita acara perhitungan oleh bagianpenetapan 

e. Ditanda tangani oleh kepala badan untuk divalidas
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f. Wajib pajak melakukan pembayaran pada loket bank BPD dengan 

menyerahkan lembar SSPD yang telah divalidasi. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset daerah dalam proses validasi SSPD BPHTB yaitu: 

a. Kurangnya informasi, komunikasi, dan sosialisasi tentang 

perpajakan daerah terutama BPHTB kepada masyarakat, sehingga 

mengakibatkan wajib pajak umumnya kurang mengetahui secara 

pasti kewajiban perpajakan sehingga sangat berpengaruh besar 

terhadap besarnya penerimaan pajak BPHTB.  

b. Masih banyak masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak 

BPHTB namun tidak ada tindakan dan sanksi yang tegas dan 

hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan 

perpajakan.  

c. Pelayanan ataupun prosedur administrasi perpajakan daerah yang 

kurang efektif menyebabkan masyarakat pembayar pajak BPHTB 

merasa kesulitan dalam mengurus pembayaran pajak BPHTB, 

sehingga masyarakat tidak patuh dalam membayar pajak BPHTB. 

3. Solusi dari kendala-kendala yang terjadi dalam proses validasi SSPD 

BPHTB di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Gianyar yaitu: 

a. Diadakan penyuluhan atau pemberitahuan kepada masyarakat 

tentang manfaat membayar pajak BPHTB melalui media sosial 
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yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat dari 

berbagai kalangan 

b. Pemerintah Daerah perlu menelusuri dan mendata masyarakat 

yang tidak membayar pajak. 

c. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyederhanaan prosedur 

administrasi serta menyajikan mekanisme berupa infografis untuk 

memberikan kemudahan masyarakat dalam memahami 

mekanisme validasi BPHTB, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada Kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar berdasarkan 

hasil analisa dan pembahasan Mekanisme Validasi Surat Setoran Pajak 

Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kantor Badan 

Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar yaitu  

1. Sebaiknya Kantor BPKAD Kabupaten Gianyar melakukan sosialisasi 

secara rutin kepada masyarakat tentang BPHTB dan juga mekanisme 

validasi SSPD BPHTB agar dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang BPHTB dan dapat meningkatkan penerimaan 

pajak daerah dari pembayaran BPHTB. 

2. Kantor BPKAD Kabupaten Gianyar sebaiknya melakukan inovasi 

dengan pembuatan infografis atau diagram proses validasi SSPD 

BPHTB agar mudah dipahami oleh masyarakat. 
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3. Kantor BPKAD Kabupaten Gianyar sebaiknya menambahkan jumlah 

tenaga dalam proses penelitian perhitungan berkas agar proses 

penyelesaian berkas validasi dapat berjalan dengan waktu yang efektif 

dan efisien.   
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